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Abstrak: Tulisan ini menjelaskan tentang pengertian wakaf, 
dasar hukum wakaf, dan pelaksanaan wakaf, baik menurut 
fukaha dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
Hal ini tak lepas dari beberap hal, yaitu (1) karena wakaf 
merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak, (2) 
institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah memainkan 
peranan penting dalam sejarah masyarakat muslim, dan (3) 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
sosial masyarakat muslim. Para fukaha mendefinisikan wakaf 
dengan beberapa pengertian yang berbeda. Hal tersebut 
karena pemahaman yang berbeda dari ayat dan hadis yang 
ada. Namun, dari berbagai definisi yang berbeda tersebut 
terdapat beberapa persamaan, di antaranya bahwa wakaf 
adalah menahan harta dan mengambil manfaatnya di jalan 
Allah. Sedangkan pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur 
dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 
41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan perundang-
undangan tersebut pada dasarnya merupakan pengembangan 
pengaturan perwakafan di Indonesia yang tetap sesuai 
dengan ketentuan hukum Islam. 
 
Kata Kunci: wakaf, fukaha, undang-undang 
 
A. Pendahuluan 
Dalam hukum Islam dikenal berbagai transaksi atau 
cara untuk memperoleh hak milik. Cara itu antara lain 
melalui: jual beli, tukar menukar, infak, sedekah, hadiah, 
wasiat, wakaf, warisan, hibah, zakat, dan ihya>’ al-mawa >t. 
Wakaf sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak, 
merupakan institusi sosial dan keagamaan Islam yang telah 
memainkan peranan penting dalam sejarah masyarakat 
muslim.1 Dalam Ensiklopedi Oxford dijelaskan kata Arab waqf 
digunakan dalam Islam untuk maksud “pemilikan dan 
pemeliharaan harta benda tertentu untuk kemanfaatan sosial 
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tertentu yang ditetapkan dengan maksud mencegah 
penggunaan harta wakaf tersebut di luar tujuan khusus yang 
telah ditetapkan tersebut”.2  
Wakaf adalah “sumbangan” dalam pengertian umum 
yang diberikan kepada perorangan atau lembaga. Dalam 
sejarah dunia Islam, sumbangan demikian diberikan untuk 
memenuhi banyak kebutuhan kaum muslim. Hasil yang 
diperoleh dari sumbangan tersebut digunakan untuk 
membangun dan merawat tempat-tempat ibadah, mendirikan 
sekolah, dan rumah sakit, dan untuk keperluan lainnya.3  
Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting 
dalam kehidupan sosial masyarakat muslim.4 Karena 
pentingnya kedudukan wakaf, maka para ulama menetapkan 
unsur dan syarat terhadap pelaksanaan wakaf. Sedangkan 
perwakafan di Indonesia juga telah diatur dalam perundang-
undangan dengan melalui proses yang panjang sampai pada 
tahun 1977 lahir Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik dan Kompilasi Hukum Islam 
buku ketiga Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perwakafan Tanah 
Milik dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tetang 
wakaf.  
Dalam makalah ini akan dibahas beberapa hal yang 
berkenaan dengan insha>’ al-waqf (mendirikan wakaf), yaitu: 
pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, dan pelaksanaan 
wakaf. 
 
B. Pengertian Wakaf 
Perkataan waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa 
Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang 
                                                        
2Definisi tersebut mengindikasikan sifat abadi wakaf; dengan ungkapan 
lain, istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah, dan 
dapat diambil manfaatnya. Oleh karena itu, wakaf terkait erat dengan tanah, 
bangunan, meskipun adapula wakaf berupa buku-buku, mesin pertanian, 
binatang ternak, saham, dan lain-lain. Lihat: John L. Esposito, (et.al.), 
Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, jilid VI (Bandung: Mizan, 2001), h. 
145. 
3Michael Dumper, Islam dan Israel, h. xii. 
4John L. Esposito, Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern, h. 148. 
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berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan 
sesuatu. Pengertian menahan sesuatu dihubungkan dengan 
harta kekayaan adalah yang dimaksud dengan wakaf. Karena 
itu, wakaf artinya menahan sesuatu benda untuk diambil 
manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.5  
Menurut Rachmat Djatnika, wakaf (waqf) adalah suatu 
istilah yang diberikan oleh ulama fikih tentang suatu lembaga 
keagamaan dalam hukum Islam yang di zaman Nabi, 
berdasar matan hadis tentang wakaf disebut: h}abs, s }adaqah, 
atau sabi >l.6 
Wakaf tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-
Qur’an dan juga tidak disebutkan dalam hadis. Tetapi 
keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat al-Qur’an tertentu dan 
berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Tidak adanya 
ketentuan tegas menimbulkan perselisihan di antara para ahli 
hukum Islam (fuqaha) dalam mendefinisikan wakaf dan 
beberapa permasalahan yang berkenaan dengan hukum 
wakaf.7  
Abu > H{ani>fah, sebagaimana dikutip Badra >n Abu > al-
Ainain8, mendefinisikan bahwa wakaf adalah: 
 جهات من جهة على بمنفعتها التصدق و الواقف ملك ىعل العين حبس
  المآل و الحال في البر
Menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wa >kif 
dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan, baik 
kebaikan duniawi maupun ukhrowi.    
Berdasarkan definisi ini maka menurut Abu > H{ani >fah, 
pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wa >qif  bahkan ia 
dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya, 
karena ia berkedudukan seperti ‘a >riyah (pinjam meminjam).9 
                                                        
5M. Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1995), h. 269. 
6Rachmat Djatnika, “Hukum Wakaf”, dalam Ismail Muhammad Syah,  
Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 235. 
7Michael Dumper, Islam dan Israel, h. 3. 
8Badra>n Abu al-‘Ainain Badra>n, Ah}ka>m al-Was }a>ya > wa al-Auqa>f 
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Sha >fi’iyyah10 mendefinisikan wakaf sebagai berikut: 
 على رقبته في التصرف بقطع عينه بقاء مع به االنتفاع يمكن مال حبس
  مباح فمصر 
Menahan suatu benda yang dapat dimanfaatkan, sementara 
pokoknya tetap tidak hilang karena diambil kegunaan dan 
manfaatnya, sepanjang penggunaan itu dibolehkan menurut hukum. 
Dengan wakaf itu hak penggunaan oleh si wa >qif  dan 
orang lain menjadi terputus. Hasil benda tersebut digunakan 
untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah 
dan atas dasar ini maka benda tersebut lepas dari pemilikan si 
wa >qif  dan menjadi hak Allah.11 
Menurut Abdulla >h ibn Muh }ammad Quda >mah dari 
mazhab H {anbaly sebagaimana dikutip Juhaya S. Praja,12 
mendefinisikan wakaf sebagai berikut: 
  المنفعة تسبيل و العين تحبيس
Menahan pokoknya dan menggunakan manfaatnya   
Menurut Juhaya S. Praja, meskipun para ulama 
berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf namun 
didapati beberapa unsur persamaan. Yaitu: 
1. Bahwa benda yang diwakafkan itu hendaklah bernilai 
ekonomis serta statusnya berubah ke dalam status wakaf. 
2. Penggunaan wakaf diperuntukkan bagi kepentingan yang 
diperbolehkan hukum. 
3. Definisi itu menggunakan term h}abs (menahan), yakni 
salah satu kata yang digunakan dalam hadis yang 
menjadi dasar hukum wakaf.13 
 
C. Dasar Hukum Wakaf 
                                                        
10Qulyu>by dan ‘Umairah, Hashiyata>n: Qulyu>by wa ‘Umairah, juz III (Cairo: 
Da>r Ih}ya>’ al-Kutub al-‘Araby, tt.), h. 97; al-Sharqa>wy, Fath} al- Qa>dir (Jeddah: 
al-H{aramain, tt.), h. 244.  
11Badra>n Abu al-‘Ainain Badra>n, Ah}ka >m al-Was}a >ya> wa al-Auqa >f, h. 260-
261; al-Sharqa>wy, Fath} al- Qa>dir, h. 245. 
12Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan 
Perkembangannya (Bandung: Yayasan Piara, 1997), h. 51. 
13Ibid. 
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Menurut jumhur ulama, wakaf itu adalah suatu ibadah 
yang disyariatkan dalam Islam.14 Hal ini disimpulkan dari 
pengertian-pengertian umum ayat al-Qur’an maupun hadis 
yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di 
zaman Rasulullah.15 Di antara dalil-dalil yang dijadikan 
sandaran hukum wakaf dalam agama Islam adalah: 
1. Dalil dari al-Qur’an 
Tidak ada dalil al-Qur’an yang menganjurkan wakaf 
secara langsung. Anjuran wakaf dari al-Qur’an diambil 
dari pengertian anjuran untuk berbuat baik secara umum 
dan anjuran untuk berinfak. Ayat-ayat yang dijadikan 
dalil wakaf di antaranya pada QS. al-H{ajj (22): 77; QS. al-
Nah }l (21): 94; QS. A <li ‘Imra >n (3): 92; dan QS. al-Baqarah 
(2): 167. 
Pada QS. al-H {ajj (22): 77, terdapat kalimat “berbuatlah 
kebaikan supaya kamu berbahagia”,16 pelaksanaan wakaf 
merupakan bagian dari perbuatan yang baik sebagaimana 
terkandung dalam ayat tersebut. Sedangkan dalam QS. al-
Nah }l (21): 94, terdapat anjuran untuk berbuat amal shaleh 
yang akan dicatat oleh Allah swt. 
Wakaf merupakan bagian dari infak yang dianjurkan 
oleh Allah, di antaranya sebagaimana tercantum dalam 
QS. A <li ‘Imra>n (3): 92, yang menganjurkan untuk 
menginfakkan barang yang dicintainya. Begitu juga 
dalam  QS. al-Baqarah (2): 267, yang menganjurkan untuk 
menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik. 
2. Dalil dari hadis17 
                                                        
14Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jild III (Cairo: al-Fath} li al-Isla>m al-I’la>m 
al-‘Araby, 1996), h. 419. 
15Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 27. 
16Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Gema 
risalah Press, 1992), h. 523. 
17Hadis-hadis yang menerangkan wakaf didapati dalam kitab-kitab 
hadis, di antaranya: Al-Shauka>ny, Nail al-Aut}a >r, juz VI (Cairo: Da>r al-Hadi>th, 
1998), h. 27-40; Muslim, Shahih Muslim, juz XI (Beirut: Da>r al-Kutub, 2000), h. 





Al-Qānūn, Vol. 17, No. 1, Juni 2014 
135 
Para ahli hadis dan kebanyakan ahli-ahli fikih 
mengidentikkan wakaf dengan shadaqah jariyah. Hadis 
Nabi yang diriwayatkan Abu > Hurairah di bawah inilah 
yang dijadikan landasan dan sumber hukum lembaga 
perwakafan itu:  
 إذا: "قال سلم و عليه اهللا صلى النبي أن هريرة أبي عن
 علم أو جارية صدقة: أشياء الثةث من إال عمله انقطع اإلنسان مات
 ابن و البخاري إال الجماعة رواه" له يدعو صالح ولد أو به ينتفع
 ١٨ماجة
Diriwayatkan dari Abu > Hurairah, bahwa Rasulullah saw 
bersabda, “Apabila mati anak Adam, maka terputuslah 
daripadanya semua amalnya kecuali tiga hal yaitu: sedekah 
jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang 
mendoakannya.” 
Menurut Juhaya S. Praja, shadaqah jariyah dalam hadis 
di atas direalisasikan dalam bentuk wakaf yang 
pahalanya mengalir terus menerus kepada si wa >qif .19 
Menurut Rachmat Djatnika, hadis-hadis mengenai 
wakaf yang terdapat dalam Shahih Bukhari ada lebih dari 
45 hadis. Akan tetapi apabila dikaji satu persatu terdapat 
pengulangan-pengulangan tentang isinya. Ada sekitar 6 
hadis apabila tidak diulang-ulang.20.  
 أصاب الخطاب بن عمر أن:  عنهما اهللا رضي عمر ابن عن .١
 فيها يستأمره سلم و عليه اهللا صلى النبي فأتى, بخيبر أرضا
 قط ماال أصب لم بخيبر أرضا أصبت إني, اهللا رسول يا: فقال
 و أصلها حبست شئت إن: قال تأمربه؟ فما, منه عندي أنفس
 و يوهب ال و يباع ال أنه عمر بها فتصدق: قال. بها تصدق
                                                        
18Al-Shauka>ny, Nail al-Aut}a >r, h. 27. 
19Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, h. 9. 
20Rachmat Djatnika, Hukum Wakaf, h. 236. 
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 و الرقاب في و القربى في و الفقراء بها تصدق و. يورث ال
 من على جناح ال و ،والضيف السبيل ابن و هللا سبيل في
 ٢١".متمول غير يطعم و ،بالمعروف منها يأكل أن وليها
Dari Ibn ‘Umar diriwayatkan, bahwa ‘Umar ra. 
memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Beliau menghadap 
Nabi dan bertanya, “Aku memperoleh sebidang tanah di 
Khaibar yang aku belum mendapatkannya sebaik itu, maka 
apa yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah 
bersabda, “Jika engkau suka, engkau tahanlah ‘pokoknya’ 
dan sedekahkanlah hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh 
dijual dan diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. 
Sedekahkanlah kepada fakir miskin, karib kerabat, budak 
dan ibnu sabil, dan tidak dosa bagi yang mengurusnya 
untuk mengambil hasilnya dengan ma’ruf dan memberi 
makan orang yang tidak berharta.” 
 و المدينة قدم سلم و عليه اهللا صلى النبي أن:  عثمان عن .٢
 بئر يشتري من: "فقال, رومة بئر غير يستعذب ماء بها ليس
 في منها له بخير المسلمين دالء مع دلوه فيها فيجعل رومة
 و النسائي رواه. مالي صلب من فاشتريتها" الجنة؟
   ٢٢.الترمذي
Diriwayatkan dari ‘Uthma>n ibn ‘Affa >n ra., bahwasanya ia 
berkata, “Sesungguhnya Nabi saw. ketika tiba di Madinah 
tidak mempunyai air bersih sehingga menggunakan sumur 
“Rumah”.” Ketika itu beliau bersabda: “Barang siapa 
membeli sumur “Rumah”, maka ia menjadikan ember 
timbaannya bersama-sama dengan milik kaum Muslimin 
dengan imbalan yang lebih baik kelak di surga.” Maka -
demikian kata Utsman- aku membelinya dengan hartaku. 
                                                        
21Al-‘Asqalla>ny, Fath} al-Ba>ry, h. 447. 
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 من: "سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول قال: قال هريرة أبي عن .٣
 روثه و شبعه فإن احتباسا و إيمانا اهللا سبيل في فرسا احتبس
  ٢٣" حسنات القيامة يوم ميزانه في بوله و
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, bahwa 
Rasulullah berkata, “Barangsiapa menahan (ih }tabasa) 
sesekor kuda untuk keperluan kebaikan di jalan Allah 
dengan iman dan mengharapkan pahalanya dari Allah, 
maka semua tubuh kuda itu bersama dengan kotorannya 
dan urinnya akan ditimbang sebagai timbangan amal 
kebaikan di hari kiamat.” 
 سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول ادأر : قال عباس ابن عن .٤
 اهللا صلى اهللا رسول مع أحجني: لزوجها امرأة فقالت ،الحج
: قالت ،عليه أحجك ما عندي ما: "فقال ،سلم و عليه
 ،اهللا سبيل في حبيس ذلك: قال ،فالن جملك على أحجني
 لو إنك أما: "فقال ،سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول فأتى
 صح قد و. داود أبو رواه" اهللا سبيل في كان عليه أحججتها
 قد: "خالد حق في قال سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول أن
  ٢٤"اهللا سبيل في أعتاده و أدراعه احتبس
Dari Ibn ‘Abba>s dia berkata, bahwa Rasulullah akan 
berangkat pergi haji, maka seorang istri berkata kepada 
suaminya, “Berangkatkanlah saya, menunaikan ibadah haji 
bersama Rasulullah.” Suaminya berkata, “Saya tak 
mempunyai sesuatu untuk memberangkatkan engkau naik 
haji dengan memakai untamu si fulan.” Suaminya 
menjawab, “Itu adalah penahanan harta (h }a>bis) untuk 
jalan Allah (sabilillah).” Kemudian  suaminya datang 
kepada Nabi dan menceritakan hal itu. Nabi berkata, 
                                                        
23Ibid., h. 32.    
24Ibid. 
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“Kalau engkau memberangkatkannya naik haji, dengan 
naik unta itu, adalah amal kebaikan di jalan Allah. Dan 
Rasulullah telah membenarkan perbuatan Khalid yang 
telah menahan (ih }tabasa) baju besinya dan 
memasukkannya dalam kategori sabilillah.” 
 لن: (يقول اهللا إن اهللا رسول يا: قال طلحة أبا أن أنس عن .٥
 إلي أموالي أحب إن و) تحبون مما تنفقوا حتى البر تنالوا
 فضعها ،اهللا دعن ذخرها و برها أرجو هللا صدقة إنها و ،بيرحاء
 مال ذلك, بخ, بخ: " فقال ،اهللا أراك حيث اهللا رسول يا
 ،"األقربين في تجعلها أن أرى" ،سمعت قد و مرتين" رابح
 في طلحة أبو فقسمها ،اهللا رسول يا أفعل: طلحة أبو فقال
   ٢٥.عمه بني و أقاربه
Dari Anas yang meriwayatkan bahwa Abu > T }alh }ah berkata 
kepada Nabi, ”Wahai Nabi, sesungguhnya Allah telah 
berfirman, bahwa: ”Tidak akan mendapat kebaikan 
sehingga kalian memberikan sebagian hartanya yang 
disenanginya”. Sesungguhnya harta saya yang saya 
senangi ialah (kebun saya) yang  di Bairuha >l. Harta itu 
kujadikan sedekah untuk Allah.  Tempatkanlah, ya 
Rasulullah, menurut apa yang telah ditunjukkan Allah 
kepada Anda.” Rasulullah bersabda, “Bakh! Bakh! Itu 
harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar dan aku 
ditunjukkan untuk kau sedekahkan harta itu kepada 
familimu yang terdekat.” Abu > T{alh}ah berkata, “Saya akan 
melaksanakannya ya Rasulullah.” Kemudian Abu > T{alh }ah 
membagi-bagikan hartanya itu kepada kerabatnya dan 
kepada keponakannya. 
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 لمس و عليه اهللا صلى النبي أمر: قال عنه اهللا رضي أنس عن .٦
 هذا بحائطكم ثاموني النجار بني يا: فقال المسجد ببناء
  ٢٦. اهللا إلى إال ثمنه نطلب ال: قالوا
Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi memerintahkan 
untuk mendirikan masjid. Kemudian (setelah selesai) Nabi 
bertanya kepada Bani Najja>r, “Berapa harga dinding-
dinding  masjid itu?” Mereka menjawab, “Tidak, ya 
Rasulullah. Sesungguhnya kami tak ingin diganti. Itu 
adalah untuk Allah.”  
Dasar hukum seperti yang tercantum di atas tidak 
secara khusus menyebutkan istilah wakaf, tetapi para 
ulama Islam menjadikannya sebagai sandaran dari 
perwakafan berdasarkan pemahaman serta adanya isyarat 
tentang hal tersebut. Hanya hadis tentang ‘Umar ra. yang 
secara lebih khusus menceritakan mengenai wakaf 
walaupun redaksi yang digunakan adalah “tas }addaqa” 
atau menyedekahkan.27 
Menurut Rachmat Djatnika, para sahabat telah 
menginterpretasikan tentang wakaf itu menurut 
pemahaman dari petunjuk yang diterima dari Nabi dan 
yang dilakukan oleh sahabat lain yang dibenarkan oleh 
Nabi.28 
Pada hadis pertama, ‘Umar ibn al-Khat }t}a >b telah 
menginterpretasikannya, dengan perbuatan ‘Umar 
sendiri. Yaitu, bahwa harta yang diwakafkannya di 
Khaibar itu, ditahannya pokok asalnya, dengan tidak 
dijualnya, tidak diwariskannya dan tidak dihibahkannya. 
Yang disedekahkan hanyalah manfaat dari harta tersebut. 
Sedangkan harta pokoknya merupakan harta yang 
ditahan dari peredaran transaksi. 
Harta wakaf dapat dikuasakan kepada seseorang yang 
merawatnya dan bagi pengurusnya (na >z}ir) dibolehkan 
                                                        
26Ibid., h. 518. 
27Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, h. 28. 
28Rachmat Djatnika, Hukum Wakaf, h. 238. 
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mengambil sebagian hasilnya untuk keperluannya 
sebagai imbalan pengurusannya, dengan tidak boleh 
melebihi keperluannya. 
Dari hadis yang kedua, ‘Uthma>n melaksanakan 
petunjuk Nabi dengan membeli sumur yang 
mengeluarkan air yang sangat dibutuhkan oleh umat 
untuk kepentingan minum. Dan ‘Uthma >n sendiri, sesuai 
dengan petunjuk Nabi, dapat memanfaatkan sumur 
tersebut untuk  kepentingan keluarga dan dirinya, 
mengambil air tersebut bersama-sama dengan masyarakat 
yang membutuhkannya. Dari hadis ini diinterpretasikan, 
bahwa boleh si wa>qif  menikmati harta yang 
diwakafkannya (yang oleh mazhab al-Z {a >hiry dan Abu > 
Yu >suf dijadikan dasar membolehkan mewakafkan kepada 
dirinya sendiri).29 
Dari hadis yang ketiga, para sahabat 
menginterpretasikan bahwa harta-harta seperti kuda dan 
yang bermanfaat untuk kebaikan dapat dijadikan harta 
wakaf, dan untuk mewakafkan diberi motif-motif yang 
bersifat keduniaan yaitu manfaat yang dapat diambil 
secara duniawi untuk kepentingan sosial dan motif yang 
didasarkan atas kepercayaan (iman) kepada hari akhirat.30 
Dari hadis yang keempat, bahwa berbuat kebaikan 
kepada keluarga, dengan membiayai pergi haji 
melaksanakan kewajiban agama, merupakan amal fi 
sabi >lilla>h. Unta yang ditarik sementara dari tugas 
usahanya untuk keperluan haji istrinya, dianggap sebagai 
h}abs (wakaf) akan tetapi Rasul tidak mempertegas hak itu 
sebagai wakaf, melainkan hanya menginterpretasikan 
dengan berbuat kebajikan di jalan Allah, yang belum 
tentu merupakan wakaf. (Dari hadis ini akan timbul 
perbedaan interpretasi daripada ahli fikih, apakah 
diberikan sementara disebut wakaf atau tidak. Al-Sha >fi’iy 
dan Ah }mad tidak membenarkan sebagai wakaf. Akan 
                                                        
29Ibid. 
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tetapi mazhab-mazhab lainnya membolehkan 
mewakafkan untuk sementara). 
Dari hadis yang yang kelima, dijadikan dasar oleh para 
sahabat (dan para ahli fikih kemudian) tentang hukum 
membolehkan mewakafkan kepada ahli famili, yang di 
dalam fikih disebut wakaf ahli (bentuk semacam ini 
menjadi perbincangan di kalangan ahli hukum. Di 
negara-negara Afrika Utara, bentuk wakaf semacam ini 
telah dihapuskan). 
Dari hadis yang keenam, dipahami bahwa harta wakaf 
boleh merupan sebagian dari harta keseluruhannya 
seperti mewakafkan sesuatu untuk kepentingan masjid, 
seperti hanya dalam bentuk dinding masjid.31 
Pada zaman Nabi tidak timbul perbedaan pendapat 
dalam masalah wakaf, karena selalu dapat konsultasi 
kepada Rasulullah. Para sahabat telah mewakafkan 
sebagian mereka menurut yang mereka pahami dari 
petunjuk Nabi. 
Semua imam mazhab sependapat, bahwa perbuatan 
mewakafkan benda, yaitu menyedekahkan manfaat dari 
harta yang diwakafkan itu merupaan amal shaleh yang 
institusinya terdapat dalam syariat Islam. Mereka 
sependapat bahwa perbuatan itu mempunyai efek hukum 
keagamaan, yaitu pahala yang terus menerus selama 
benda yang diwakafkan itu masih diambil manfaatnya 
(sebagai amal jariyah). 
 
D. Pelaksanaan Wakaf  
1. Pelaksanaan Wakaf Menurut Ulama fikih 
a. Abu> H{ani>fah 
Abu > H{ani>fah (699-767) berpendapat bahwa apabila 
orang telah mewakafkan hartanya, yaitu menyedekahkan 
manfaat hartanya, maka institusi wakaf itu tidak ada, kecuali 
tiga hal: wakaf masjid, wakaf yang telah diputuskan 
pengadilan, dan wakaf wasiat. 
                                                        
31Ibid. 
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1. Wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan 
hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang 
mebuatkan bangunan dan diwakafkan untuk menjadi 
masjid. Maka institusi wakaf dalam hal ini ada. Akibat 
dari adnya institusi masjid ini adalah bahwa harta yang 
menjadi masjid itu tidak lagi mejadi milik si wa>qif , 
melainkan menjadi milik Allah; bahwa wa>qif  tidak lagi 
mempunyai hak untuk mengambil kembali harta yang 
telah diwakafkan untuk masjid; bahwa harta yang telah 
diwakafkan tidak dapat ditransfer kepada siapapun dan 
oleh siapapun.32 
2. Wakaf yang adanya ditentukan oleh pengadilan, yaitu 
apabila ada persengketaan mengenai sesuatu harta wakaf 
yang tak dapat ditarik kembali oleh yang mewakafkannya 
atau oleh warisnya, ataukah harta itu menjadi milik 
warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu 
menjadi harta wakaf, maka dalam kasus ini institusi 
wakaf itu ada, dan mempunyai akibat seperti halnya 
wakaf masjid. 
3. Wakaf wasiat, yaitu apabila seseorang dalam keadaan 
masih hidup berwasiat, bahwa apabila nanti ia meninggal 
dunia, maka hartanya yang ditentukan, menjadi wakaf 
untuk sesuatu tujuan wakaf yang ditentukan oleh yang 
memberi wasiat, maka institusi wakaf dalm kasus ini ada, 
yang kedudukannya sama dengan institusi wasiat. 
Alasan Abu > H{ani>fah tentang tidak adanya institusi 
wakaf dalam syariat Islam, kecuali tiga hal di atas adalah: 
1. Hadis riwayat Ibn ‘Abba>s, bahwa ketika diturunkan QS. 
an-Nisa>’, Nabi bersabda, “Tidak ada penahanan harta 
(h}abs) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuannya dari 
Allah (fara >id } Alla >h). 
2. Riwayat yang diterima Shuraih, bahwa ketika QS. al-Nisa >’ 
turun, nabi Muhammad saw. datang menjual harta yang 
telah diwakafkannya. 
Sedangkan adanya wakaf pada tiga hal tersebut di atas 
adalah karena: 
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1. Masjid adalah kepunyaan Allah. Tidak ada seorangpun 
yang memilikinya. Karena itu, semua orang muslim 
berhak mempergunakannya untuk beribadat kepada 
Allah. Kalau seseorang mewakafkan hartanya untuk 
masjid, maka ia menjadikan hartanya milik Allah. 
2. Wakaf yang diputuskan oleh hakim karena hakim 
mempunyai wewenang untuk diikuti keputusannya. Dan 
setiap orang harus mengikuti keputusan hakim, 
walaupun berbeda pendapatnya dengan pendapat hakim. 
3. Wakaf wasiat, karena harta itu menjadi harta wasiat yang 
kedudukannya sebagai institusi wasiat. Dalam kasus 
ketiga ini, sesungguhnya bukan merupakan institusi 
wakaf sebagaimanan pada wakaf masjid, atau wakaf 
menurut mazhab yang lainnya.33 
Abu > H {ani>fah berpendapat, bahwa harta yang telah 
diwakafkan boleh ditarik kembali oleh wa >qif nya, dan harta itu 
tetap menjadi miliknya. Oleh karenanya, si wa >qif  mempunyai 
wewenang untuk mentransfer hartanya yang telah 
diwakafkannya itu. 
Abu > H {ani>fah untuk pendapatnya tersebut ialah, bahwa 
mewakafkan harta  itu sama dengan meminjamkannya. Jadi 
institusi wakaf dalam hal ini sama dengan institusi pinjam-
meminjam (‘a>riyah). Hanya perbedaan antara wakaf dengan 
pinjam-meminjam ialah, bahwa pada wakaf bendanya ada 
pada wa>qif  sedangkan pada pinjam-meminjam bendanya ada 
pada orang yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan 
harta, yang diberi hak untuk mengambil manfaat benda yang 
dipinjamkannya itu. 
 
b. Imam Ma >lik 
Berbeda dengan pendapat Abu > H {ani>fah, Imam Ma >lik 
berpendapat bahwa apabila seseorang mewakafkan hartanya, 
maka perbuatan mewakafkan itu mempunyai ketentuan 
hukum bahwa wakaf itu terjadi dan ada institusi hukumnya 
dalam Islam.34 
                                                        
33Ibid. 
34Ibid, h. 244. 
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Tentang harta yang diwakafkannya itu menurut Imam 
Malik tetap menjadi milik bagi orang yang mewakafkannya, 
artinya harta itu tidak keluar dari hak milik si wa>qif. Akan 
tetapi mempunyai akibat bahwa wa>qif dilarang men-tas }arruf-
kan/mentransaksikan harta yang diwakafkannya –dengan 
menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya- selama 
harta itu diwakafkan. 
Wakaf boleh untuk waktu tertentu dan tidak 
disyaratkan untuk selama-lamanya, walaupun wakaf untuk 
masjid. Boleh mewakafkan untuk selamanya, boleh 
mewakafkan untuk setahun atau menurut waktu yang 
ditentukan oleh wa>qif. Dan boleh juga dengan tidak 
menentukan waktu. Apabila waktu mewakafkan sudah habis 
maka si wa>qif  boleh mengambil kembali hartnya, karena itu 
tidak keluar dari miliknya.35 
Imam Ma >lik juga berpendapat bahwa harta wakaf 
boleh dijual apabila sudah tidak bermanfaat lagi. Hal ini dapat 
dihubungkan dengan dasar hukum pada ushul fikihnya 
tentang mas }lah }ah-mursalah-nya, yaitu suatu dalil dalam 
berijtihad yang mendasarkan pertimbangan kepada 
kesejahteraan umum, yang pada lahirnya bertentangan 
dengan dalil yang asal, akan tetapi akan mencapai hasil yang 
sesuai dengan tujuan hukum.36 
 
c. Imam Al-Sha >fi’iy 
Al-Sha >fi’iy berpendapat bahwa kepastian adanya 
wakaf ditunjukkan oleh adanya s }ighat (pernyataan) dari wa>qif  
dan terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat wakaf. 
Menurut al-Sha >fi’iy, harta yang diwakafkan bukan lagi 
menjadi milik orang yang mewakafkan (wa>qif), melainkan 
berpindah menjadi milik Allah.37 
Berbeda dengan pendapat Abu > H {ani>fah dan Ma >lik, al-
Shafi’iy berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan 
hartanya, berarti menahan harta untuk selama-lamanya. 
                                                        
35Ibid. 
36Ibid., h. 245. 
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Karena itu dia tidak membenarkan pula membatasi waktu 
wakaf seperti pendapat Ma >lik. Oleh karena itu pula harta 
wakaf harus merupakan harta yang mempunyai manfaat yang 
lama, bukan yang lekas rusak atau habis seketika sesudah 
dipergunakan, seperti makanan.38 
 
d. Imam Ah }mad ibn H {anbal 
Menurut Ah }mad Ibn H {anbal, wakaf terjadi karena dua 
hal: 
1. Dengan perbuatan, yang menunjukkan bahwa menurut 
kabiasaan (‘urf) bahwa seseorang telah mewakafkan 
hartanya. Umpamanya seseorang telah mendirikan 
masjid, kemudian dia mengizinkan orang lain untuk 
shalat di masjid tersebut; atau kalau seseorang 
menyediakan sebidang tanah untuk dijadikan kuburan 
umum dan mengizinkan orang lain untuk menguburkan 
mayat di tanah tersebut. Maka perbuatan tersebut 
walaupun tidak dinyatakan dengan lisan, menurut 
kebiasaan ia telah mewakafkan masjidnya dan 
mewakafkan tanahnya untuk kuburan. 
2. Dengan perkataan, baik dengan perkataan yang jelas 
(s }ari >h }) maupun dengan perkataan yang tidak jelas, yaitu 
dengan memakai perkataan yang telah dipakai di dalam 
hadis h }abastu (aku wakafkan), wakaftu (aku wakafkan) dan 
s }adaqtu (aku sedekahkan), yang berarti aku mewakafkan. 
Dengan perkataan kina >yah (sindiran), yaitu dengan 
memakai perkataan-perkataan seperti tas }addaqtu (aku 
menyedekahkan), abbadtu (aku kekalkan), h }arramtu (aku 
haramkan), kata-kata tersebut secara terminologi tidak 
khusus dipakai untuk pengertian wakaf, tetapi 
mengandung pengertian untuk arti lain.39  
Apabila seseorang telah jelas mewakafkan, maka si 
wa >qif  tidak boleh mempunyai kekuasaan bertindak atas harta 
yang telah diwakafkannya, dia tidak dapat 
                                                        
38Ibid. 
39Ibid., h. 248-249. 
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mentransaksikannya, dan juga tidak dapat menarik kembali 
harta yang telah diwaakfkan itu. 
Menurut Ah }mad ibn H{anbal, benda yang diwakafkan 
itu harus merupakan benda yang dapat dijual, walaupun 
kalau sudah diwakafkan tidak boleh dijual, dan harus benda 
yang mempunyai manfaat kekal karena wakaf untuk selama-
lamanya. 
Tujuan wakaf harus untuk kebaikan atas nama Allah 
dan untuk kepentingan agama Islam. Dan di dalam mazhab 
Ah }mad ini, wakaf tidak boleh untuk dirinya sendiri walaupun 
bersama-sama dengan orang lain. 
Apabila benda yang diwakafkan itu rusak, boleh 
dijualnya dan dibelikan lagi untuk pengganti benda itu. 
Hukum menjual benda wakaf yang rusak adalah karena 
darurat dan didasarkan kepada perbuatan sahabat Ibn Mas’u >d 
yang memindahkan masjid di Tamarin ke Kuffah karena tidak 
dapat digunakan lagi.40 
 
2. Pelaksanaan Wakaf di Indonesia 
Pelaksanaan wakaf di Indonesia diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977, Kompilasi 
Hukum Islam, dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Di 
Bawah ini dijelaskan tentang pelaksanaan wakaf di Indonesia 
berdasarkan tiga hukum tersebut. 
 
a. Perwakafan Tanah Milik Menurut Peraturan 
Pemerintah Nomor. 28 Tahun 1977  
Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, tanah 
menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka 
sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang 
pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, 
tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka. 
Menurut Van Dijk yang dikutip oleh Adijani al-Alabbij, 
“Tanahlah yang merupakan modal yang terutama, dan 





Al-Qānūn, Vol. 17, No. 1, Juni 2014 
147 
untuk bagian terbesar dari Indonesia, tanahlah yang 
merupakan modal satu-satunya.”41 
Untuk penduduk perkotaan, tanah tidak kurang 
pentingnya, baik untuk tempat pemukiman maupun 
sebagai lokasi usaha. Dengan arus urbanisasi yang cukup 
deras di satu sisi dan makin berkembang pesatnya 
pembangunan di berbagai bidang di perkotaan di sisi lain, 
menyebabkan posisi tanah menjadi semakin penting.42 
Menyadari betapa pentingnya tanah di Indonesia maka 
Pemerintah bersama DPR-RI telah menetapkan Undang-
Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
(UUPA) yaitu UU No. 5 tahun 1960 disahkan tanggal 24 
September 1960. Dalam konsiderannya pada bagian 
Berpendapat, huruf “a” disebutkan: 
Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam 
pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum 
agraria nasional, yang berdasar atas hukum adat tentang 
tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum 
bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan 
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.43  
Kemudian secara lebih khusus, keperluan yang 
termasuk kepentingan agama/peribadatan ini disebut 
dalam pasal  49 ayat (3) UUPA yang menegaskan bahwa 
perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. Dan sebagai realisasi dari 
ketentuan ini, kemudian dikeluarkanlah Peraturan 
Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 
Milik, yang ditetapkan tanggal 17 Mei 1977.44  
Dalam fikih Islam wakaf sebenarnya dapat meliputi 
berbagai benda. Namun dalam PP No. 28 Tahun 1977 
secara khusus hanya mengatur tentang perwakafan tanah 
milik.45  
                                                        
41Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, h. 1. 
42Ibid., h. 2.  
43Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 
Perwakaf Tanah Milik (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1984), h. 1. 
44Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia, h. 3.  
45Ibid., h. 26. 
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Pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan 
dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik adalah: 
Perbuatan Hukum Seseorang atau Badan Hukum yang 
memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang 
berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-
lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan 
umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.46 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik mengatur perwakafan yang 
sudah lebih khusus, dalam hal ini mengenai tanah milik. 
Dalam pasal 3 ayat (1) tentang Perwakafan Tanah Milik, 
dinyatakan bahwa yang dapat mewakafkan tanah milik 
ialah:  
 Badan-badan hukum Indonesia 
 Orang atau orang-orang yang memenuhi persyaratan 
sebagai berikut: telah dewasa, sehat akalnya serta yang 
oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan 
perbuatan hukum, dan atas kehendak sendiri dan 
tanpa paksaan dari pihak lain. 
Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik ini diperkenalkan 
adanya badan hukum di samping orang sebagai wa>qif . 
Hal ini tidak ditemui secara khusus dalam pembicaraan 
fiqh.  
Dalam peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 pasal 
3 ayat (2) tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan 
bahwa untuk badan hukum ini, yang bertindak atas 
namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum. 
Untuk benda yang diwakafkan, seperti tercantum 
dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik pasal 4, adalah khusus tanah hak 
milik dengan syarat, harus bebas dari segala : -
pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. 
                                                        
46Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 
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Kelompok orang atau badan hukum yang diserahi 
tugas pemeliharaan dan penggunaan benda wakaf 
disebut nazhir, seperti dimaksud oleh pasal 1 ayat (1) 
tentang Perwakafan Tanah Milik. 
Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
1977 pasal 6 ayat (1) tentang Perwakafan Tanah Milik 
menentukan bahwa nazhir yang terdiri dari perorangan 
harus memenuhi syarat: warga negara Republik 
Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat 
jasmaniah dan rohaniah, tidak berada di bawah 
pengampunan, dan bertempat tinggal di kecamatan 
tempat letaknya tanah yang diwakafkan. 
Sehubungan dengan rukun yang keempat yaitu s }ighah 
PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik 
mengaturnya dalam bentuk ikrar secara jelas dan tegas 
kepada na>z}ir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf, kemudian dituangkan ke dalam Akta Ikrar Wakaf, 
dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang   
saksi. 
Sayyid Sabiq mengutip pendapat fuqafa, berpendapat 
bahwa pelaksanaan wakaf dapat dilakukan dengan salah 
satu dari dua hal, yaitu dengan tindakan yang 
menunjukkan adanya wakaf atau dengan sighat 
walaupun tidak ditetapkan oleh hakim.47 Tetapi PP No. 28 
Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan 
Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang 
Perwakafan Tanah Milik mengatur petunjuk yang lebih 
lengkap. Menurut pasal 9 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik, pihak yang hendak 
mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan 
Ikrar Wakaf. 
Yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf dalam hal ini  adalah Kepala KUA kecamatan. 
                                                        
47Yang dimaksud dengan tindakan ialah seperti dengan membangun 
masjid. Sedangkan mengenai lafal mencakup dua hal, yaitu kina>yah (sindiran) 
dan s}ari>h} (jelas). Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, h. 422. 
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Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUA–nya, 
maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA 
terdekat sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf di 
kecamatan tersebut. Hal ini ditentukan dalam pasal 5 ayat 
(1) dan (3) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 
tentang Perwakafan Tanah Milik. Sebelumnya, pasal 2 
ayat (1) dan (2) tentang Perwakafan Tanah Milik memberi 
petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. 
Dalam hal wa >qif  tidak dapat menghadap PPAIW, maka 
wa >qif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan 
persetujuan dari Kandepag yang mewilayahi tanah 
wakaf.  
Kemudian pasal 9 ayat (5) PP No. 28 tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik menentukan bahwa 
dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan 
tanah diharuskan membawa serta dan menyerahkan 
surat-surat berikut: 
a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah 
lainnya. 
b. Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh 
Kepala Kecamatan setempat yang enerangkan 
kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut 
sesuatu perkara. 
c. Surat keterangan pendaftaran tanah. 
d. Izin dari Bupati/walikotamadya Kepala Daerah cq. 
Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.48 
Di Indonesia pendaftaran tanah wakaf diatur oleh 
pasal 10 ayat (1)s/d (5) PP No. 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik dan beberapa pasal Peratuan 
Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan 
Tanah Milik. 
Setelah selesai Akta Ikrar Wakaf, maka PPAIW atas 
nama nazhir diharuskan mengajukan permohonan 
kepada Bupati/walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala 
Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftar 
                                                        
48Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan 
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perwakafan tanah milik tersebut menurut ketentuan PP 
No. 10 Tahun 1961. Selanjutnya Kepala Sub direktorat 
Agraria mencatatnya pada buku tanah dan sertifikatnya. 
Tapi kalau tanah wakaf tersebut belum mempunyai 
sertifikat, maka pencatatannya dilakukan setelah 
dibuatkan sertifikat. Setelah itu na>z}ir yang bersangkutan 
wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh 
menteri Agama. Dalam hal ini pejabat tersebut seperti 
dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan 
Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang Perwakafan 
Tanah Milik adalah kepala KUA kecamatan. 
Sedangkan Akta Ikrar Wakaf sendiri dibuat rangkap 3, 
masing-masing untuk: PPAIW, Bupati/Walikotamadya 
Kepala Daerah, dalam hal ini Kepala Subdit Agraria 
setempat, dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya. 
Salinannya dibuat rangkap empat untuk disampaikan 
kepada: wa>qif, na >z }ir, Kandepag Kabupaten/ Kotamadya, 
dan Kepala desa yang bersangkutan. Hal ini dicantumkan 
dalam pasal 3 Peraturan Menteri Agama No. 1/1978 
tentang Perwakafan Tanah Milik. 
Khusus untuk perwakafan yang terjadi sebelum 
berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik, tata cara pendaftrannya diatur dalam pasal 
15 dan 16 Peraturan Menteri Agama No. 1/1978 tentang 
Perwakafan Tanah Milik. Dalam hal ini na >z }ir-lah yang 
mendaftar kepada KUA setempat. Apabila nazhir tidak 
ada lagi, pendaftarannya dilakukan oleh: wa>qif , atau ahli 
warisnya, atau anak keturunan na>z}ir, atau anggota 
masyarakat yang mengetahuinya. 
Kalau tidak ada juga pihak seperti tersebut di atas, 
kepala desalah yang berkewajiban mendaftarkannya 
kepada KUA setempat. Pendaftaran ini disertai dengan: 
a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan 
kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut. 
b. Dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi 
istifadah. 
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Dan untuk membuktikan pendaftaran tanah wakaf 
tersebut di atas ditetapkan Akta Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf. 
Pasal 12 Peraturan Menteri Dalma Negeri No. 6 Tahun 
1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai 
Perwakafan Tanah Milik menyebutkan bahwa “untuk 
keperluan pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah, 
tidak dikenakan biaya pendaftaran, kecuali biaya 
pengukuran dan materai”49.  
 
b. Pelaksanaan Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam 
Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
(KHI) yang merupakan proyek Pembangunan Hukum 
Islam di Indonesia, dimulai sejak tahun 1985. Rancangan 
kompilasi tersebut disusun oleh Tim yang terdiri dari 
Unsur-unsur Departemen Agama dan Mahkamah 
Agung.50 Kemudian pada tanggal 10 juni 1991 keluarlah 
Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang memuat 
instruksi kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan 
Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah diterima baik 
oleh para alim ulama Indonesia pada Loka Karya Tahun 
1988. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden No. 1 
Tahun 1991, kemudian Menteri Agama mengeluarkan 
Keputusan No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.51 
Sejak keluarnya instruksi Presiden dan Keputusan 
Menteri Agama di atas, berarti Kompilasi Hukum Islam 
telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk 
digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama atau oleh 
instansi Pemerintah dan masyarakat yang 
memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah 
di bidang yang telah diatur oleh Kompilasi tersebut. 
Bidang hukum yang diatur oleh kompilasi itu adalah 
bidang Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan 
                                                        
49Ibid., h. 121-129. 
50Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia (Bandung: Darul 
Ulum Press, 1994), h. 101. 
51Tim Penyusun, Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Humaniora Utama 
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yang rinciannya sebagai berikut: Buku I tentang Hukum 
Perkawinan yaitu pasal 1 a.d. pasal 170, Buku II tentang 
Hukum Kewarisan yaitu pasal 171 s.d. pasal 214, dan 
Buku III tentang Hukum Perwakafan yang tercantum 
dalam pasal 215 s.d. pasal 229.  
Hukum perwakafan sebagaimana yang diatur oleh 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada dasarnya 
sama dengan Hukum Perwakafan yang telah diatur oleh 
perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Dalam 
beberapa hal Hukum Perwakafan dalam Kompilasi 
tersebut merupakan pengembangan pengaturan 
perwakafan sesuai dengan hukum Islam. 
Sedangkan pengertian wakaf menurut Kompilasi 
Hukum Islam pasal 215 ayat (1) tentang perwakafan tanah 
milik adalah: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang 
atau kelompok orang atau badan hukum yang 
memisahkan sebagia dari benda miliknya dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya guna 
kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam.52 
Definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam di atas 
lebih umum daripada definisi PP. No. 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik serta lebih 
mencerminkan definisi wakaf yang terangkum dalam 
definisi para pakar hukum Islam. 
Menurut Juhaya S. Praja, perbedaan definisi tersebut 
karena definisi wakaf dalam PP. No. 28 Tahun 1977 lebih 
cenderung memperhatikan aspek kesejarahan dan 
kenyataan empirik yang hidup dalam masyarakat 
Indonesia serta pertimbanganpelaksaannya. Sementara 
definisi wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam lebih 
menekankan sosialisasi hukum perwakafan bagi 
masyarakat Islam Indonesia .53 
 
                                                        
52Ibid., h. 87. 
53Juhaya S. Praja, Perwakafan di Indonesia, h. 51. 
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c. Pelaksanaan wakaf Menurut Undang-undang Nomor 41 
Tahun 2004 
Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
dijelaskan tentang perlunya pembentukan undang-
undang tentang perwakafan, karena wakaf merupakan 
pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat 
ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan 
umum. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang 
telahlama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat. 
Jika dalam PP nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi 
hukum Islam hanya dijelaskan tentang wakaf tanah. 
Definisi dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini 
menjelaskan tentang pelaksanaan wakaf secara umum. 
Wakaf adalah perbuatan hukum wa>qif untuk 
memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta 
benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syariah.54 
Unsur wakaf yang tercantum dalam Undang-undang 
tentang wakaf ini tercantum dalam pasal 6, terdiri dari: 
wa >qif,55 na>z}ir,56 harta benda wakaf,57 ikrar wakaf,58 
peruntukan harta benda wakaf59 dan jangka waktu wakaf. 
                                                        
54Pasal 1 Undang-udang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
55Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif 
bisa terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum. Lihat: pasal 1 dan 
7 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
56Nadzir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Nadzir bisa terdiri 
dari perorangan, organisasi atau badan hukum.  Lihat pasal 1 dan 9 Undang-
undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
57Harta benda wakif yaitu harta benda yang memiliki daya tahan lama 
dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut 
syariah yang diwakafkan oleh wakif. Harta tersebut bisa terdiri dari harta 
benda bergerak dan tidak bergerak. Lihat pasal 1 dan 15 Undang-udang RI 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
58Ikrar wakaf yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara 




Al-Qānūn, Vol. 17, No. 1, Juni 2014 
155 
Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan 
berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undangan 
dicantumkan kembali dalam Undang-Undang ini, namun 
terdapat pula berbagai pokok pengaturan yang baru 
antara lain sebagai berikut: 
1. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi 
wakaf guna melindungi harta benda wakaf, Undang-
Undang ini menegaskan bahwa perbuatan hukum 
wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar 
wakaf dan didaftarkan serta diumumkan yang 
pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur mengenai wakaf dan harus 
dilaksanakan. Undang-undang ini tidak memisahkan 
antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan 
harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli 
waris) dengan wakaf-khairi yang dimaksudkan untuk 
kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan 
dan fungsi wakaf. 
2. Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara 
umum cenderung terbatas pada wakaf benda tidak 
bergerak seperti tanah dan bangunan, menurut 
Undang-Undang ini wa >qif dapat pula mewakafkan 
sebagian kekayaannya berupa harta benda wakaf 
bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud yaitu 
uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 
kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak 
lainnya. Dalam hal benda bergerak berupa uang, wa>qif 
dapat mewakafkan melalui Lembaga Keuangan 
Syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan 
                                                                                                                       
hadapan PPAIW dengan disaksikan dua orang saksi. Lihat pasal 1 dan 17 
Undang-udang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. 
59Peruntukan harta benda wakaf, yang terdiri dari sarana dan kegiatan 
ibadah, sarana dan kegiatan untuk pendidikan dan kesehatan, bantuan 
kepada fakir miskin, yatim piatu dan bea siswa, kemajuan dan peningkatan 
ekonomi umat dan kemajuan kesejahteraan umum lainnnya yang tidak 
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. pasal lihat 
1 dan 22 Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
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Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, 
misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. 
3. Dimungkinkannya wakaf benda bergerak berupa uang 
melalui Lembaga Keuangan Syariah dimaksudkan agar 
memudahkan wa >qif untuk mewakafkan uang miliknya. 
4. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata 
untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi 
juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum 
dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat 
ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan 
pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki 
wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang 
pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen 
dan ekonomi syariah. 
5. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur 
tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan 
wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional 
na>z}ir. 
6. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan 
Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai 
perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Badan 
tersebut merupakan lembaga independen yang 
melaksanakan tugas di bidang perwakafan yang 
melakukan pembinaan terhadap na>z}ir, melakukan 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf 
berskala nasional dan internasional, memberikan 
persetujuan atas perubahan peruntukan dan status 
harta benda wakaf,dan memberikan saran dan 
pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan 
kebijakan di bidang perwakafan.60 
Adanya Badan Wakaf Indonesia diharapkan dapat 
membantu pembinaan maupun pengawasan terhadap 
para nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf 
                                                        
60Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 




Al-Qānūn, Vol. 17, No. 1, Juni 2014 
157 
secra produktif. BWI ini sebaiknya profesional-
independen dan pemerintah dalam hal ini hanya 
sebagai fasilitator, motivator, dan regulator. pola 
organisasi dan kelembagaan BWI harus merespon 
terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh 
masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada 
khususnya. 
Untuk menjalankan peran tersebut, maka diperlukan 
sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai 
kemampuan dan kemauan dalam mengelola wakaf, 
berdedikasi tinggi dan memiliki komitmen dalam 
pengembangan wakaf serta memahami masalah wakaf 
dan hal-hal yang terkait dengannya. 
Organisasi badan ini sebaiknya ramping dan solid dan 
anggotanya harus terdiri dari para ahli dari berbagai 
disiplin ilmu yang ada kaitannya dengan 
pengembangan wakaf produktif, seperti: ahli hukum 
pidana dan perdata, ulama fikih, ulama tafsir, ekonom, 
sosiolog, penyandang dana, ahli perbankan syariah 




Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa 
hal, yaitu: dalam hukum Islam, fukaha mendefinisikan wakaf 
dengan beberapa pengertian yang berbeda. Hal tersebut 
karena pemahaman yang berbeda dari ayat dan hadis yang 
ada. Namun dari definisi yang berbeda tersebut terdapat 
beberapa persamaan, di antaranya bahwa wakaf adalah 
menahan harta dan mengambil manfaatnya di jalan. Di antara 
dalil-dalil yang dijadikan sandaran hukum wakaf dalam 
agama Islam adalah al-Qur’an dan Hadis. Anjuran wakaf dari 
al-Qur’an diambil dari pengertian anjuran untuk berbuat baik 
secara umum dan anjuran untuk berinfak. Sedangkan hadis-
hadis mengenai wakaf yang terdapat dalam Shahih Bukhari 
                                                        
61Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif 
(Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 96-99. 
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ada lebih dari 45 hadis, akan tetapi apabila dikaji satu persatu 
terdapat pengulangan-pengulangan tentang isinya. Ada 
sekitar enam hadis apabila tidak diulang-ulang. 
Di Indonesia, pelaksanaan wakaf diatur dalam PP No. 
28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan 
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf. Hukum Perwakafan tersebut 
merupakan pengembangan pengaturan perwakafan yang 
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